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LAPORAN 

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI 

KE KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MELIHAT PROGRESS 

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI BATANG DAN PROGRESS PLTG 

TAMBAK LOROK   

PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023 

TANGGAL 2 S.D. 6 MEI 2023 

 

1. PENDAHULUAN 

A. Dasar Kunjungan Kerja 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan 

perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam 

melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat 

mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya. 

Komisi VI DPR RI, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 – 

2023 telah melaksanakan Kunjungan Kerja Reses (Kunres) ke ke Semarang 

Provinsi Tengah dari tanggal 2 sd. 6 Mei 2023. Kunjungan Kerja pada Masa 

Reses ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR melihat 

langsung Progres Pembangunan Kawasan Industri Batang (PT Kawasan 

Industri Terpadu Batang).   

PT Kawasan Industri Terpadu Batang adalah perusahaan patungan Tiga 

BUMN PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP, PT Kawasan 

Industri Wijayakusuma (Persero) atau PT KIW, PT Perkebunan Nusantara IX 
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(Persero) atau PTPN IX, serta Perumda Batang (perusahaan daerah milik 

Kabupaten Batang). Pembentukan perusahaan patungan ini didukung penuh 

oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan industri 

yang kompetitif di Asia Tenggara di lahan seluas 4.300 hektar dan menjadi 

salah satu Proyek Strategis Nasional.   

Komisi VI DPR RI menilai Kunjungan Kerja Reses ini penting, mengingat 

Informasi yang masuk ke Komisi VI DPR RI, tujuan dibukanya kawasan industri 

ini adalah untuk menangkap investor asing yang merelokasikan pabriknya dari 

Tiongkok akibat dari perang dagang Amerika Serikat (AS) – Tiongkok.  

Salah satu keunggulan Kawasan Industri Terpadu Batang adalah waktu 

tempuh perjalanan dari Kawasan Industri Batang menuju Pelabuhan Tanjung 

Mas, Semarang adalah sekitar 50 menit. Keunggulan lainnya adalah, kawasan 

ini berpotensi menyerap 130.000 lapangan kerja pada tahap satu. Tentu 

diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Keunggulan lainnya adalah, Kawasan 

Industri Batang ditata dengan rancangan yang berbeda, sehingga dapat lebih 

menarik investor terutama dari konsep bisnis dan desainnya. Dari informasi 

tersebut, Komisi VI DPR RI ingin mendapat gambaran langsung sejauh mana 

progres Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang.    

Perlu disampaikan bahwa Kunker Reses Komisi VI DPR RI ini 

dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah 

dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, 

dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dimana DPR RI 

dapat mengadakan Kunjungan Kerja sesuai bidangnya. 

B. Objek Kunjungan Kerja. 

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja (Kunker) Reses 

Komisi VI DPR RI pada tanggal 2 – 6 Mei 2023 adalah ke Kota Semarang 
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dalam rangka melihat progress Pembangunan Kawasan Industri Batang Dan 

progress PLTG Tambak Lorok   

Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja 

Secara umum kunjungan kerja Reses Komisi VI DPR RI menjalankan 

fungsi pengawasan DPR RI melihat langsung progress pembangunan 

Kawasan Industri Terpadu Batang dan progress PLTG Tambak Lorok  Selain 

itu, Komisi VI DPR RI ingin menggunakan fungsi Pengawasan dalam rangka 

mengetahui kinerja dari BUMN Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT  

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT  Perkebunan Nusantara IX, PT  

Perkebunan Nusantara III (Persero), PT  Perusahaan Listrik Negara (Persero), 

PT Indonesia Power dan  PT Phapros Tbk dan hal-hal penting lainnya terkait 

dengan perkembangan perseroan.   

C. Agenda Kunjungan Kerja 

Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI tanggal 2 – 6 Mei 

2023, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, ingin mengetahui 

langsung dari jajaran Direksi BUMN sebagaimana yang disebutkan di atas, 

terkait dengan maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses terutama 

bagaimana manfaat dan kontribusi keberadaannya kepada masyarakat, 

bangsa dan negara.  

Komisi VI DPR RI secara khusus juga meminta PT Indonesia Power 

sebagai perusahaan yang melaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambak Lorok Semarang menjelaskan sejauh 

mana progress pembangunan proyek tersebut. Berdasarkan masukan 

PLTGU ini tersebut akan menyumbangkan listrik sebesar 779 Megawatt (MW 

yang akan menambah pasokan listrik di Jawa Tengah. 

D. Anggota Tim Kunjungan Kerja 

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Reses Komisi VI 

DPR RI ke Kota Semarang, Sanggaran, Provinsi Jawa Tengah sebagai 

berikut: 
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2. HASIL KUNJUNGAN KERJA RESES 

Dalam kunjungan Kerja Reses ke Semarang tanggal 2 – 6 Mei 2023, 

Komisi VI DPR RI melakukan tatap muka dan pendalaman dengan; 1) Deputi 

Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, 

SE, MM, 2) Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, 

Kementerian BUMN Rachman Ferry Isfianto, 3) Direktur Utama PT Kawasan 

Industri Terpadu (KIT) Batang Ngurah Wirawan, 4) Direktur Keuangan PT 

Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang Evi Afiatin, 5) Plt. Direktur Utama PT 

Kawasan lndustri Wijayakusuma, Riki Indrianto, 6) Direktur Strategi Korporasi dan 

HCM PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Sinur Linda Gustina, 7) 

Direktur Hubungan Kelembagaan PT Perkebunan Nusantara Ill (Persero), M. 

Arifin Firdaus, 8) Direktur PT Perkebunan Nusantara IX Dodik Ristiawan, 8) 

Direktur Manajemen Pembangkitan PT Perusahaan Listik  Negara (Persero); Adi 

Lumakso, 9) Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra, 10) 

Direktur Utama PT Phapros Tbk, Hadi Kardoko, 11) Direktur Keuangan, 

NO

. 

NO. 

ANGG

. 

N  A  M  A KETERANGAN 

1.  A-189 ARIA BIMA PIMP. / F.PDIP  

2.  A-196 ADISATRYA SURYO SULISTO F.PDIP 

3.  A-181 Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc. F.PDIP 

4.  A-158 SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON F.PDIP 

5.  A-199 Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M. F.PDIP 

6.  A-305 H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M. F-PGOLKAR 

7.  A-311 DONI AKBAR, S.E., M.M. F-PGOLKAR 

8.  A-348 TRIFENA M. TINAL, B.Sc. F-PGOLKAR 

9.  A-302 NUSRON WAHID F-PGOLKAR 

10.  A-128 Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H. F-P GERINDRA 

11.  A-135 HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M. F-P GERINDRA 

12.  A-374 H. SUBARDI, S.H., M.H. F.NASDEM 

13.  A-25  SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.AP. F-PKB 

14.  A-20 LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A. F-PKB 

15.  A-523 MUSLIM, S.HI., M.M. F.PD 

16.  A-433 MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos. F.PKS 

17.  A-499 Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M. F-PAN 
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Manajemen Risiko dan SDM PT Phapros Tbk, David Sidjabat. 

 

 

Secara umum, setelah mendengarkan paparan Mitra, Komisi VI DPR RI 

mengapresiasi pembangunan tahap satu (Fase 1) Kawasan Industri Terpadu 

Batang (KITB). Sebagai Proyek Strategis Nasional diharapkan akan mendongrak 

perekonomian masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Komisi 

VI DPR RI menyatakan harapan, dengan adanya KITB, diproyeksikan dapat 

menyerap 282 ribu tenaga kerja dapat segera terwujud. Dalam paparannya di 

depan Anggota Komisi VI DPR RI, PT Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang 

Ngurah Wirawan menyatakan hingga saat ini KITB berpotensi menyerap 130.000 

lapangan kerja pada tahap satu. Potensi serapan tenaga kerja ini diharapkan 

mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat Jawa Tengah, terutama di 

Kabupaten Batang. 

 Komisi VI DPR RI juga menyatakan, target penyerapan tenaga kerja di 

Kawasan Industri Terpadu Batang dinilai baik dalam upaya mengatasi angka 

pengangguran di Jawa Tengah. Namun tentunya harus dipersiapkan dengan 

matang. Tujuannya agar angkatan kerja Indonesia, khususnya di Jawa Tengah 

mendapatkan pekerjaan dan tidak hanya menjadi penonton. Untuk itu, tenaga 

kerja nasional terutama generasi muda yang berasal dari lingkungan sekitar 

kawasan tersebut harus diutamakan dalam penyerapan tenaga kerja.  

Untuk mewujudkan tujuan awal dari dibangunnya Kawasan Industri 

Terpadu Batang, Komisi VI DPR RI meminta PT KITB memecahkan semua 

masalah dan tantangan yang dihadapi dengan cara berkolaborasi antara dengan 

stakeholders (pemangku kepentingan) yang terkait terutama dengan pemerintah 

daerah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dinilai penting terutama untuk 

mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil dan kompetitif. Salah satu wujud 

nyata kolaborasi PT KITB dengan pemerintah daerah harus dilakukan dari tahap 

perencanaan, persiapan hingga pelatihan tenaga kerja trampil.  

Selain itu, Komisi VI DPR RI meminta keberadaan PT KITB di Batang, 

Jawa Tengah untuk dapat membantu mengatasi masalah di tingkat lokal terutama 

soal kemandirian kaum perempuan. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan 

cara memberikan kesempatan kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan. 
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Hal ini menjadi sorotan Komisi VI DPR RI mengingat tingkat partisipasi 

perempuan dalam dunia kerja di Provinsi Jawa Tengah dinilai masih rendah.  

Berdasarkan informasi awal yang masuk ke DPR RI, masih ada gap 

kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebabnya, 

diduga perusahaan menganggap tingkat produktifitas tenaga kerja perempuan 

dinilai lebih rendah daripada laki-laki mengingat kaum perempuan mempunyai 

sifat-sifat alamiah melahirkan dan membesarkan anak serta mengurus keluarga. 

Hal ini ditengarai menjadi alasan perusahaan lebih memilih tenaga kerja laki-laki 

dalam memenuhi kebutuhan SDM perusahaan.  

Untuk itu, Komisi VI DPR RI meminta KITB menjadi satu kawasan industri 

yang mampu memecahkan masalah tersebut. Sebab, tujuan keberadaan KITB 

bukan saja membangun fisik serta infrastruktur pendukungnya, melainkan 

bertujuan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi manusia yang ada 

disekelilingnya dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Komisi VI DPR RI mendapatkan penjelasan pihak pemerintah  dan dari 

seluruh BUMN yang diundang saat kunjungan kerja Reses. Beberapa hal terkait 

kinerja perusahaan dapat terungkap seperti yang tersebut di bawah ini: 

 

Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang Ngurah Wirawan 

memaparkan hal-hal sebagai berikut: 
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Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul 

Ichwan memberikan paparan sebagai berikut:  
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3. REKOMENDASI 

 

Beberapa pokok pikiran yang diambil dari pendalaman kunjungan kerja Reses Komisi 

VI DPR RI terkait progress pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang dan 

progress PLTG Tambak Lorok  serta kinerja dari BUMN Kawasan Industri 
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Wijayakusuma (KIW), PT  Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT  Perkebunan 

Nusantara IX, PT  Perkebunan Nusantara III (Persero), PT  Perusahaan Listrik Negara 

(Persero), PT Indonesia Power dan  PT Phapros Tbk dan hal-hal penting lainnya 

terkait dengan perkembangan perseroan.  disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1) Dalam paparannya di depan Tim Kunres Komisi VI DPR RI PT Kawasan Industri 

Terpadu Batang menyatakan bahwa dasar hukum pembangunan Kawasan 

Industri tersebut adalah Peraturan Presiden No.106 Tahun 2022 yang tujuannya 

disebutkan dalam butir a Menimbang  

“bahwa dalam rangka percepatan investasi untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung 

pemulihan ekonomi nasional, perlu melakukan upaya percepatan 

pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa 

Tengah yang ramah lingkungan, modern, terpadu, terintegrasi, dan 

berkelanjutan” 

 

2) Dinyatakan dalam Pasal 23 Perpres 106/2022 tersebut, Pendanaan dalam rangka 

pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa penyertaan 

modal negara, penjaminan pemerintah, dan/atau belanja di 

masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan 

kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. penerbitan obligasi oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara 

atau perusahaan patungan; 

d. pinjaman konsorsium Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan 

patungan dari lembaga keuangan,termasuk lembaga keuangan 

luar negeri atau multilateral; 

e. penerbitan saham publik/ initial public offering dan dana investasi 

real estat oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara atau 

perusahaan patungan; dan/atau 

f. pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan. 

 

3) Disampaikan oleh PT KITB bahwa latar belakang terbitnya Perpres tersebut 

adalah: 

a. Isu Perang Dagang antara US – China dan Kenaikan tarif pajak 

bea impor di China; 

b. Pandemi Covid-19 bermula di Wuhan,China dimana 33 Industri 

dari China melakukan relokasi, 23 diantaranya ke Vietnam; 

c. 1000 industri AS ingin hengkang dari China. 

 

4) Dalam Pasal 24 Perpres 106/2022 tersebut dinyatakan, untuk melakukan 

pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang melalui kegiatan 

pembangunan dan pengelolaan, Pemerintah menugaskan konsorsium Badan 

Usaha Milik Negara yang terdiri dari: 

a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan 

Tbk; 

b. PT Kawasan Industri Wijayakusuma; dan 

c. PT Perkebunan Nusantara IX, 

 

5) Komisi VI DPR RI mendapat masukan bahwa Kawasan Industri Terpadu Batang 

merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Perpres 

No.109/2020 

 

Selanjutnya, berdasarkan diskusi dan pendalaman Kunres Komisi VI DPR RI 

beberapa hal terungkap antara lain: 

 

1. Progress pembangunan Fase I Kawasan Industri Terpadu Batang sesuai yang 

diamanatkan dalam Perpres 106/2022 dinilai cukup berhasil 

2. Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud Perpres 106/2022 dalam 

Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi; 

..perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat 

bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara, perusahaan terafiliasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 
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Daerah, dan badan usaha lain sesuai dengan kaidah bisnis dan tata Kelola 

perusahaan yang baik.. 

 

Maka kinerja dari BUMN Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT  

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT  Perkebunan Nusantara IX, PT  

Perkebunan Nusantara III (Persero), PT  Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT 

Indonesia Power dalam upaya melaksanakan tugas pembangunan Kawasan 

Industri Terpadu Batang dapat dinilai cukup berhasil. 

3. Dalam Kunjungan Kerja Reses ke Semarang tersebut, Komisi VI DPR RI juga 

berkesempatan mendengarkan secara langsung paparan kinerja perusahaan PT 

Phapros Tbk, perusahaan farmasi yang merupakan anak perusahaan BUMN PT 

Kimia Farma Tbk (saham sebesar 56,7%) dan sisanya dipegang oleh publik 

termasuk karyawan. Dalam kesempatan tersebut, PT Phapros diminta untuk lebih 

proaktif melakukan pemasaran dan juga edukasi masyarakat agar produknya 

seperti Antimo,  X-Gra dan Livron B-Plex bisa lebih dikenal. Selain itu, PT Phapros 

agar lebih eningkatkan kegiatan komunikasi strategisnya agar perusahaannya 

dapat lebih dipercaya konsumen dan publik. 

 

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah melakukan pendalaman saat 

Kunjungan Kerja Reses ke Semarang (2 sd. 6 Mei 2023) disampaikan rekomendasi 

sebagai berikut: 

 

1. Terkait Pelaksanaan Penugasan (Perpres 106/2022): 

 

a. Berdasarkan masukan dalam Kunres tersebut, beberapa kendala yang 

dihadapi pada umumnya berada di level kebijakan Pemerintah bukan di 

tingkat korporasi (perseroan) antara lain terkait dengan masih 

terkendalanya ekspansi Stasiun Kereta dan Pelabuhan Darat. Hal ini 

dinilai penting untuk diungkapkan, mengingat salah satu keunggulan 

yang ditawarkan kawasan Industri Terpadu Batang kepada calon 

investor adalah kecepatan dan efisiensi logistik, dimana syarat 

terpenuhinya hal tersebut adalah fasilitas transportasi darat dan laut 

untuk suplai bahan baku dan jangkauan ke pasar bagi investor (Just in 
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Time Delivery). Untuk itu, disarankan Komisi VI DPR RI dapat 

menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja dengan Kementerian 

Investasi/BKPM dan Kementerian BUMN. 

b. Progres Pengembangan Fase I (450 ha) mayoritas infrastruktur sudah 

selesai, perlu percepatan serah terima dan penyediaan SDM pengelola. 

Untuk itu disarankan Komisi VI DPR RI dapat mendorong Kementerian 

Investasi/BKPM untuk lebih proaktif melakukan percepatan serah 

terima.  

Sebagai catatan, perkembangan investasi klaster I fase I, 13 investor 

telah memberikan konfirmasi untuk membangun fasilitas produksi 

senilai Rp. 7,1 triliyun . Hal ini penting agar realisasi investasi yang 

berhasil dicapai pemerintahan Presiden Jokowi dapat langsung 

berdampak kepada penyerapan tenaga kerja terutama bagi masyarakat 

sekitar Kawasan Industri Tersebut. 

c. Komisi VI DPR RI dinilai perlu mendorong pemerintah agar mendesak 

investor segera merealisasikan pembangunan dan operasional pabrik 

pabriknya mengingat kondisi sewa lahan yang ditawarkan relatif sangat 

murah, dengan kondisi 5 tahun Free Period (gratis) untuk sewa jangka 

panjang dan 80 tahun masa sewa HGB diatas HPL. Sebab, jika tidak 

kunjung merealisasikan pembangunannya, maka lahan tersebut akan 

menjadi lahan yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang 

cukup lama. 

d. Dalam paparannya KITB menyatakan Pematangan Lahan Klaster 1 

Fase 2 Tahap 2 (600 Ha) yang usulan konstruksinya direncanakan 

tahun 2023 – 2024, belum terlaksana mengingat adanya kendala biaya, 

dan rencananya KITB akan mencari dukungan pendanaan komersial. 

Komisi VI DPR RI dinilai perlu menanyakan hal tersebut kepada Menteri 

BUMN agar permasalahan pematangan lahan dapat segera 

diselesaikan  

 

2. Aspek Korporasi:  

 

a. Komisi VI DPR RI dinilai perlu mendorong PT KITB untuk lebih 
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meningkatkan kegiatan pelatihan vokasi di wilayah sekitar Kawasan 

dalam rangka mengisi kebutuhan tenaga kerja trampil dengan cara 

menggelar pelatihan dan Pendidikan vokasi. Hal ini penting agar tenaga 

kerja yang diisi bukan sekedar tenaga kerja kasar dan sekuriti 

melainkan tenaga administrasi hingga tingkat manajer. Dalam pelatihan 

Vokasi ini, PT KITB perlu didorong bekerjasama dengan Ormas besar 

seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. 

 

3. Aspek Kebijakan:  

 

a. Komisi VI DPR RI dinilai perlu mendorong Kementerian Investasi/BKPM 

agar mencari potensial investor untuk Kawasan Industri Terpadu Batang 

dari negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok dan South 

Afrika/Afrika Selatan) menginat investor dari Kawasan tersebut saat ini 

dinilai lebih potensial dibandingkan dari Kawasan lain yang terdampak 

ekonominya akibat gejolak politik global.  

b. Terkait isu strategis terkait Kawasan Industri Batang, Komisi VI DPR RI 

dinilai perlu meminta Kementerian Investasi/BKPM lebih berhati-hati 

menghadapi isu “Global dan kebutuhan energi baru terbarukan” 

mengingat hal tersebut masih menjadi polemik di berbagai Kawasan lain 

di dunia terutama terkait dengan komitmen transisi energi batubara ke 

energi bersih United Nations Climate Change Conference of Parties 

(COP26). 

 

 

 
 

 
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI  

KE SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH 
TTD. 

 
ARIA BIMA 

A-189 
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LAMPIRAN FOTO KEGIATAN  

  

 
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI berfoto bersama seusai diskusi pendalaman 

di Semarang, Provinsi Jawa Tengah 

 

 
 

Diskusi pendalaman Tim Kunres Komisi VI DPR RI dengan Kawasan Industri Terpadu Batang 
dan progress PLTG Tambak Lorok  PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT 
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan 
Nusantara III (Persero), PT  Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Indonesia Power dan  
PT Phapros Tbk. 
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